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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gesekan Piual-Biola, hentakan pukulan Gondang dan tiupan lapri (serunai), 

diiringi langkah tari merupakan ciri khas tersendiri dari Randai Kuantan, salah satu 

bentuk kesenian rakyat tradisional Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Randai Kuantan 

merupakan kesenian rakyat yang komunikatif, lahir dan berkembang di tengah-tengah 

masyarakat Kuantan. Randai Kuantan membawakan suatu cerita yang sudah disusun 

sedemikian rupa dengan dialog dan pantun logat Melayu Kuantan, disertai lagu-lagu 

Melayu Kuantan sebagai peningkah babak-babak cerita. 

Memang suatu pertunjukan kesenian rakyat yang membuat kita pun ingin ikut 

bergoyang melihatnya, bahkan mengelitik hati. Tak urung gelak tawa pun akan keluar 

dengan seketika. Cerita yang dibawakan biasanya sudah melekat di hati orang Rantau 

Kuantan, sehingga randai sudah begitu akrab di tengah-tengah masyarakat. 

Tak di ketahui secara pasti, kapan randai mulai ada di daerah ini. Tetapi apabila menilik 

dari sejarah, maka randai ini telah ada semenjak zaman penjajahan Belanda dulu. Randai 

dipergelarkan dalam acara pesta perkawinan, sunatan, doa padang, kenduri kampung dan 

acara lainnya yang dianggap perlu untuk menampilkan Randai. 

Randai biasanya dilaksanakan pada malam hari, memakan waktu 2 (dua) hingga 4 

(empat) jam. Disinilah orang sekampung mendapat hiburan dan bisa bertemu dengan 

kawan-kawan dari lain desa. 

http://www.sungaikuantan.com/2008/09/randai-kuantan.html
http://www.sungaikuantan.com/2008/09/randai-kuantan.html
http://www.sungaikuantan.com/2008/09/randai-kuantan.html
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Masyarakat Rantau kuantan sering kali mengadakan hajatan dengan mengundang 

sebuah kelompok Randai. Dengan demikian mereka tidak merasa jenuh dengan latihan 

saja, mereka juga akan mandapat masukan berupa uang lelah sebagai ucapan terima 

kasih. Peran masyarakat setempatlah yang sebenarnya paling dominan, sehingga Randai 

Kuantan tetap melekat dihati masyarakat. 

Untuk mengantisipasi agar nilai strategis seni teater tradisional Randai Kuantan 

Singingi Riau ini tetap terjaga, maka seni teater ini perlu dilindungi dengan perlindungan 

Hak Atas Kekayan Intelektual (HaKI). Hak cipta sebagai salah satu cabang dari HaKI 

adalah salah satu hak yang dapat melindungi seni teater tradisional ini dari pencaplokan 

pihak lain. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah eksistensi dari seni teater tradisional Randai Kuantan Singingi 

sebagai salah satu budaya melayu? 

2. Apakah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah memadai 

dalam memberikan perlindungan atas seni teater tradisional Randai Kuantan 

Singingi sebagai salah satu budaya melayu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan menganalisis eksistensi seni teater tradisional Randai Kuantan 

Singingi sebagai salah satu budaya melayu. 
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2. Mengetahui apakah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah 

memadai dalam memberikan perlindungan atas seni teater tradisional Randai 

Kuantan Singingi sebagai salah satu budaya melayu. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Dapat dijadikan sebagai acuan dan dasar untuk melekatkan Hak Cipta terhadap 

seni teater tradisional Randai Kunatan Singingi sebagai budaya melayu dan 

menjadikannya sebagai salah seni teater dari Indonesia yang dapat dipertunjukkan ke 

negara-negara lain. 

 

E. Kerangka Teori 

Kekayaan Intelektual adalah pengakuan hukum yang memberikan pemegang hak 

(atas) kekayaan intelektual (HAKI) untuk mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan 

ekspresi yang diciptakannya untuk jangka waktu tertentu. Istilah “kekayaan intelektual” 

mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan hasil pikiran atau intelektualitas, dan 

bahwa hak kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak 

milik lainnya.
1
  

Hukum yang mengatur kekayaan intelektual biasanya bersifat teritorial; 

pendaftaran ataupun penegakan hak kekayaan intelektual harus dilakukan secara terpisah 

di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. Namun, hukum yang berbeda-beda tersebut 

semakin diselaraskan dengan diberlakukannya perjanjian-perjanjian internasional seperti 

Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual Organisasi 

                                                 
1
 Sudargo Gautama, Hak Atas Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 

7. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pikiran
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hak_milik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hak_milik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hak_milik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
http://id.wikipedia.org/wiki/Yurisdiksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_internasional
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Persetujuan_tentang_Aspek-aspek_Dagang_Hak_Kekayaan_Intelektual&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Perdagangan_Dunia
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Perdagangan_Dunia
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Perdagangan Dunia (WTO), sementara perjanjian-perjanjian lain memungkinkan 

pendaftaran kekayaan intelektual pada lebih dari satu yurisdiksi sekaligus. 

Hukum yang mengatur kekayaan intelektual di Indonesia mencakup Hak Cipta 

dan Hak Kekayaan Industri, yang terdiri atas Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman. 

Hak cipta (lambang internasional: ©) adalah hak eksklusif Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau 

informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan ”hak untuk menyalin suatu 

ciptaan”. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi 

penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa 

berlaku tertentu yang terbatas.
2
  

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak 

cipta adalah ”hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi 

pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
3
  

Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (”Konvensi 

Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra” atau ”Konvensi Bern”) pada tahun 

1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah copyright antara negara-negara 

berdaulat. Dalam konvensi ini, copyright diberikan secara otomatis kepada karya cipta, 

dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan copyright. Segera 

setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis 

                                                 
2
 Budi Agus Riswandi, Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum Indonesia, UII Press,  

Yogyakarta, 2004, Hlm. 3. 
3
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 butir 1 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta
http://id.wikipedia.org/wiki/Paten
http://id.wikipedia.org/wiki/Merek
http://id.wikipedia.org/wiki/Desain_Industri
http://id.wikipedia.org/wiki/Desain_Tata_Letak_Sirkuit_Terpadu
http://id.wikipedia.org/wiki/Desain_Tata_Letak_Sirkuit_Terpadu
http://id.wikipedia.org/wiki/Desain_Tata_Letak_Sirkuit_Terpadu
http://id.wikipedia.org/wiki/Rahasia_Dagang
http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_Varietas_Tanaman
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Seni
http://id.wikipedia.org/wiki/Sastra
http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Bern
http://id.wikipedia.org/wiki/1886
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mendapatkan hak eksklusif copyright terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya 

derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga 

masa berlaku copyright tersebut selesai.
4
  

Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta 

berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 dan menetapkan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan Undang-

undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah 

dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, 

dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.
5
  

Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam 

pergaulan antar negara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO), yang mencakup 

pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights - TRIPs 

(“Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual”). Ratifikasi 

tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 

1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden 

Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi World Intellectual Property Organization 

Copyrights Treaty (“Perjanjian Hak Cipta WIPO”) melalui Keputusan Presiden Nomor 

19 Tahun 1997.
6
 

 

 

                                                 
4
 Adi Sulistiyono, Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual dan 

Budaya Hukum Indonesia, Sebelas Maret Universitas Press, Surakarta, 2007, Hlm. 28. 
5
 JICA, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Rajawali, Jakarta, 2004, Hlm. 25. 

6
 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon But H, Tomi Suryo Utomo, Hak Atas Kekayaan Intelektual 

Suatu Pengantar, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 18. 

http://id.wikipedia.org/wiki/1982
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/1912
http://id.wikipedia.org/wiki/1987
http://id.wikipedia.org/wiki/1997
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/1994
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Perdagangan_Dunia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=TRIPs&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1997
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Bern
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Hak Eksklusif
 

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta 

adalah hak untuk: 

 membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut 

(termasuk, pada umumnya, salinan elektronik); 

 mengimpor dan mengekspor ciptaan; 

 menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan); 

 menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum; 

 menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain. 

Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” dalam hal ini adalah bahwa hanya 

pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang 

atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak 

cipta. 

Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang 

hak cipta termasuk “kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, 

mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, 

mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan 

ciptaan kepada publik melalui sarana apapun”. 

Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula “hak terkait”, yang 

berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku 

karya seni (yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan 

lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan seni yang 

dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka masing-masing (UU 19/2002, Pasal 1 

http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik
http://id.wikipedia.org/wiki/Impor
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekspor
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aransemen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyiaran&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
http://id.wikipedia.org/wiki/Seni
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemusik
http://id.wikipedia.org/wiki/Aktor
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penari&action=edit&redlink=1
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Butir 9–12 dan Bab VII). Sebagai contoh, seorang penyanyi berhak melarang pihak lain 

memperbanyak rekaman suara nyanyiannya. 

Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, 

misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis (UU 19/2002, Pasal 3 dan 4). Pemilik 

hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan 

lisensi, dengan persyaratan tertentu (UU 19/2002 Bab V). 

 

Hak Ekonomi dan Hak Moral 

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, 

sesuai penggunaan Persetujuan TRIPs WTO (yang secara inter alia juga mensyaratkan 

penerapan bagian-bagian relevan Konvensi Bern). Secara umum, hak moral mencakup 

hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui 

sebagai pencipta ciptaan tersebut.
7
 

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep ”hak ekonomi” dan ”hak moral”. 

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan 

hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) 

yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait 

telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada 

ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk 

dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam Pasal 24–26 Undang-undang Hak 

Cipta. Pada umumnya, suatu ciptaan haruslah memenuhi standar minimum agar berhak 

                                                 
7
 Sentosa Sembiring, Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek, Irama 

Widya, Bandung, 2001, Hlm. 40. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Penyanyi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pewarisan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lisensi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=TRIPs&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/WTO
http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Bern
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mendapatkan hak cipta, dan hak cipta biasanya tidak berlaku lagi setelah periode waktu 

tertentu (masa berlaku ini dimungkinkan untuk diperpanjang pada yurisdiksi tertentu). 

Setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan 

bagaimana dan bilamana suatu karya berhak mendapatkan hak cipta; di Inggris misalnya, 

suatu ciptaan harus mengandung faktor “keahlian, keaslian, dan usaha”. Pada sistem yang 

juga berlaku berdasarkan Konvensi Bern, suatu hak cipta atas suatu ciptaan diperoleh 

tanpa perlu melalui pendaftaran resmi terlebih dahulu; bila gagasan ciptaan sudah 

terwujud dalam bentuk tertentu, misalnya pada medium tertentu (seperti lukisan, partitur 

lagu, foto, pita video, atau surat), pemegang hak cipta sudah berhak atas hak cipta 

tersebut. Namun demikian, walaupun suatu ciptaan tidak perlu didaftarkan dulu untuk 

melaksanakan hak cipta, pendaftaran ciptaan (sesuai dengan yang dimungkinkan oleh 

hukum yang berlaku pada yurisdiksi bersangkutan) memiliki keuntungan, yaitu sebagai 

bukti hak cipta yang sah. 

Pemegang hak cipta bisa jadi adalah orang yang memperkerjakan pencipta dan 

bukan pencipta itu sendiri bila ciptaan tersebut dibuat dalam kaitannya dengan hubungan 

dinas. Prinsip ini umum berlaku; misalnya dalam hukum Inggris (Copyright Designs and 

Patents Act 1988) dan Indonesia (UU 19/2002, Pasal 8). Dalam undang-undang yang 

berlaku di Indonesia, terdapat perbedaan penerapan prinsip tersebut antara lembaga 

pemerintah dan lembaga swasta. 

Dalam yurisdiksi tertentu, agar suatu ciptaan seperti buku atau film mendapatkan 

hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan tersebut harus memuat suatu “pemberitahuan hak 

cipta” (copyright notice). Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf c di 

dalam lingkaran (yaitu lambang hak cipta, ©), atau kata “copyright”, yang diikuti dengan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Bern
http://id.wikipedia.org/wiki/Lukisan
http://id.wikipedia.org/wiki/Partitur
http://id.wikipedia.org/wiki/Foto
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pita_video&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Surat
http://id.wikipedia.org/wiki/Buku
http://id.wikipedia.org/wiki/Film
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tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta. Jika ciptaan tersebut telah dimodifikasi 

(misalnya dengan terbitnya edisi baru) dan hak ciptanya didaftarkan ulang, akan tertulis 

beberapa angka tahun. Bentuk pesan lain diperbolehkan bagi jenis ciptaan tertentu. 

Pemberitahuan hak cipta tersebut bertujuan untuk memberi tahu (calon) pengguna ciptaan 

bahwa ciptaan tersebut berhak cipta. 

Pada perkembangannya, persyaratan tersebut kini umumnya tidak diwajibkan 

lagi, terutama bagi negara-negara anggota Konvensi Bern. Dengan perkecualian pada 

sejumlah kecil negara tertentu, persyaratan tersebut kini secara umum bersifat manasuka 

kecuali bagi ciptaan yang diciptakan sebelum negara bersangkutan menjadi anggota 

Konvensi Bern. 

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang 

berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung 

pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Amerika Serikat 

misalnya, masa berlaku hak cipta semua buku dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum 

tahun 1923 telah kadaluwarsa. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya 

hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun, atau sepanjang 

hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa 

berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya 

pencipta. 

Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah 

sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali 

diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali 

disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama 

http://id.wikipedia.org/wiki/Yurisdiksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Penerbitan
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/Buku
http://id.wikipedia.org/wiki/1923
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pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh Negara atas folklor dan 

hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama (UU 19/2002 Bab III dan Pasal 50). 

Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta 

dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum 

dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada 

perkara-perkara lain. 

Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam 

hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat 

disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling 

banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak 

pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut 

dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (UU 19/2002 Bab XIII). 

Selain itu, Undang-undang Hak Cipta juga mengatur hak pemerintah Indonesia 

untuk memanfaatkan atau mewajibkan pihak tertentu memperbanyak ciptaan berhak cipta 

demi kepentingan umum atau kepentingan nasional (Pasal 16 dan 18), ataupun melarang 

penyebaran ciptaan “yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, 

ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau 

bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan 

umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum”.
8
 

Menurut Undang-Undang Nomor19 Tahun 2002 Pasal 13, tidak ada hak cipta atas 

hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara, peraturan perundang-undangan, pidato 

kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, 

ataupun keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya (misalnya 

                                                 
8
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 17 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Folklor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Penjara
http://id.wikipedia.org/wiki/Bulan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tahun
http://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah
http://id.wikipedia.org/wiki/Milyar
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http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kesusilaan&action=edit&redlink=1
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keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa). Di Amerika Serikat, semua 

dokumen pemerintah, tidak peduli tanggalnya, berada dalam domain umum, yaitu tidak 

berhak cipta. 

Pasal 14 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan atau 

perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli tidaklah 

melanggar hak cipta. Demikian pula halnya dengan pengambilan berita aktual baik 

seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau 

sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. 

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi 

pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai 

sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat 

pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul 

sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada Bab IV Undang-

undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung 

ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan 

biaya (UU 19/2002 Pasal 37 ayat 2). Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak 

cipta dapat diperoleh di kantor maupun situs web Ditjen HKI. “Daftar Umum Ciptaan” 

yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh 

setiap orang tanpa dikenai biaya. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/Domain_umum
http://id.wikipedia.org/wiki/Lagu_kebangsaan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kantor_berita&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_kabar
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Departemen_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_RI&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Departemen_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_RI&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Departemen_Hukum_dan_Hak_Asasi_Manusia_RI&action=edit&redlink=1
http://www.dgip.go.id/article/archive/9/
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F. Metode Penelitian 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian adalah Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan waktu 

penelitian adalah selama 2 (dua) bulan. 

 

2. Jenis dan Sumber Data 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah 

penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian 

dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan. Data primer adalah 

data yang diperoleh langsung dari masyarakat.   

Jadi pendekatan yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang meneliti 

peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku 

yang hidup di tengah-tengah masyarakat langsung. 

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Sumber 

data primer diperoleh dari : 

a. Grup randai Kuantan; 

b. Kepala Seksi Pengembangan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kuantan Singingi; 

c. Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum Kanwil Departemen Hukum dan 

HAM Kabupaten Kuantan Singingi; 

d. Kepala Taman Budaya Riau. 
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Sementara data sekunder merupakan data yang dapat mendukung keterangan-

keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Sumber data sekunder 

diperoleh dari : Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta serta peraturan terkait di bawahnya dan ketentuan-ketentuan 

lain yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti. 

 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah sekaligus menjadi sampel penelitian. 

Sampel dalam penelitian ini adalah Grup Randai Kuantan Singingi, Kepala Seksi 

Pengembangan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kuantan 

Singingi, Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum Kanwil Departemen Hukum 

dan HAM Kabupaten Kuantan Singingi dan Kepala Taman Budaya Riau.  

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada 

pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi 

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh melalui: 

1. Penelitian kepustakaan (library research), terutama mengkaji bahan-bahan hukum 

primer yang berkaitan dengan materi penelitian.  

2. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data secara langsung dari 

pihak terkait dengan permasalahan perlindungan Hak Cipta atas seni teater 
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tradisional Randai Kuantan Singingi sebagai salah satu budaya melayu untuk 

memperoleh dan menghimpun data primer, atau data yang relevan dengan objek 

yang akan diteliti, yang diperoleh dengan cara melakukan indepth interview 

(interview secara mendalam) kepada responden secara lisan dan terstruktur 

dengan menggunakan alat pedoman wawancara. 

 

5. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang 

diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat 

diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif 

ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai perlindungan Hak 

Cipta atas seni teater tradisional Randai Kuantan Singingi sebagai salah satu budaya 

melayu. 

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif  

yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang 

merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 


